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Abstract

This research started from the phenomenon of poverty eradication policies in Palu, The Research
problem of this research was how the process of implementation of poverty eradication policies in
Palu. The theory used to study the poverty eradication policy was the theory of policy by edward Il to
aspects studied were communication bureaucratic, structure, resources, and disposition. This research
was qualitative design, the method of data collection was done by using in-depth interview, observation
and documentation, informants selected were policy makers, implemeneters, and beneficiaries. Data
analysis was performed through data collection data reduction, and the technique of triangulation
data. The results of research showed the communication aspect of the theory advanced by edward Il
on poverty eradication in palu has not been going well, while the resource aspect of the policies
implementation based on the results of research has not shown good results, lack of experience of
policies implementers, especially the aid companion program to the poor society and not transparent
to the aid provided
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Kemiskinan merupakan permasalahan mampuan daya beli masyarakat. Pertumbuhan
sosial yang paling rumit yang dihadapi setiap ekonomi yang selama ini dianggap sebagai
negara. Kemiskinan secara faktual tidak akan dewa ternyata tidak menjadi jaminan bagi
bisa diberantas habis sebagaimana halnya ko- peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena
rupsi. Setidaknya bisa dikurangi jumlah orang pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula
miskin. Anehnya, jumlah orang miskin bukan dengan kenaikan harga 12 jenis komoditas
berkurang di negeri ini justru terus meningkat, pangan pokok.
sekalipun pemerintah membantah tidak benar Dimanakah orang-orang miskin tersebut
jumlah orang miskin bertambah. Hampir semua berdiam? Ternyata orang-orang miskin mayo-
data yang disajikan pemerintah menunjukkan ritas berdiam di pedesaan. Kantong-kantong
ini. Pengakuan pemerintah bahwa telah terjadi kemiskinan secara jelas terlihat berada di pede-
pengurangan orang miskin bahkan dianggap saan dan perkotaan yang secara administratif
sebagai sebuah “kebohongan”. Pemerintah ditu- berada di wilayah kabupaten/kota. Angka ke-
ding telah melakukan “kebohongan” dengan miskinan nasional adalah gambaran dari kemis-
memanipulasi angka-angka jumlah orang mis- kinan yang ada di propinsi, kabupaten dan kota.
kin lewat sihir “pertumbuhan”, yang secara Kegagalan pemberantasan kemiskinan di
empiris sebenarnya tidak bersentuhan dengan daerah dengan sendirinya memberikan impli-
pengurangan orang miskin. Dimana dikatakan kasi terhadap kegagalan pemberantasan kemis-
bahwa kemiskinan secara nasional telah menga- kinan secara nasional. Pemerintah daerah seha-
lami penurunan, padahal realitasnya tidak rusnya menjadi “leader” dalam pemberantasan
demikian, kemiskinan justru makin bertambah kemiskinan, karena keberhasilan pemberan-
yang ditandai dengan semakin rendahnya ke- tasan kemiskinan di daerah merupakan kunci
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utama bagi keberhasilan penanggulanan kemis-
kinan secara nasional. Kegagalan pemberan-
tasan kemiskinan di daerah berarti gagalnya
pemberatasan kemiskinan secara nasional.

Seharusnya sejak dilaksanakannya oto-
nomi daerah melalui UU No 32 Tahun 2004.
Kemiskinan di negeri ini sudah mesti berku-
rang, mengingat bahwa desentralisasi telah
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya
bagi daerah untuk mengurus daerahnya sendiri
sesuai dengan potensi dan kemampuan yang
dimiliki. Kewenangan dimaksudkan dalam hal
juga bagaimana untuk memerangi dan mengu-
rangi jumlah orang miskin.

Kewenangan otonomi yang diberikan
semestinya semakin meningkatkan kapasitas
pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan
penanggulangan kemiskinan melalui berbagai
program pembangunan daerah dan kebijakan-
kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan
rakyat di daerah. Kenyataannya, anggaran yang
bersumber dari APBN dan APBD lebih banyak
digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait
dengan kepentingan masyarakat miskin. Belan-
ja APBD porsinya masih lebih banyak tersedot
untuk kebutuhan belanja birokrasi dari pada
untuk kepentingan rakyat.

Setelah 10 tahun otonomi daerah berjalan,
justru kemiskinan di daerah semakin berkem-
bang biak. Jumlah masyarakat miskin bukannya
berkurang tapi sebaliknya terus meningkat.
Kemiskinan yang terjadi di daerah terkait
dengan ketidak perdulian pemda dalam me-
nyiapkan kebutuhan dasar masyarakat bersifat
minimal yang mencakup jaminan pemenuhan
akses pelayanan sosial dasar, kesehatan, pendi-
dikan, air bersih, serta kebutuhan sosial lainnya.
Pemda juga gagal untuk meningkatkan akses
masyarakat terkait dengan sumber-sumber pen-
dapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
secara layak dan manusiawi, seperti penciptaan
lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang
seluas-luasnya. Termasuk dalam hal ini peme-
nuhan hak politik masyarakat untuk terlibat
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secara aktif dalam proses pengambilan kebija-
kan yang terkait dengan kebutuhan pelayanan
dasar dan penyediaan sarana dan prasarana dan
fasilitas sosial yang memadai sesuai dengan
kemampuan anggaran daerah.

Pradigma baru lewat otonomi daerah
secara jelas menggariskan visi dan misinya
untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya
prakarsa lokal berdasarkan kekuatan dan po-
tensi yang dimiliki daerah; mendorong tercip-
tanya tata kelola pemerintahan yang baik dan
pemberdayaan masyarakat. Filosofi yang ter-
kandung dalam semangat otonomi daerah terse-
but jelas lebih berorientasi kepada bagaimana
sebuah daerah mampu untuk “membangun dae-
rah dan masyarakatnya” berdasarkan kekuatan
dan potensi lokal yang dimiliknya dengan tetap
bertumpu pada prencanaan dari bawah. Konsep
otonomi daerah yang lebih mendekatkan peme-
rintah daerah kepada masyarakat seharusnya
lebih berdaya guna dalam penanggulangan ke-
miskinan di daerah. Dengan desentralisasi, dae-
rah telah diberi hak untuk merencanakan dan
menentukan prioritas pembangunan di daerah-
nya sendiri sesuai dengan kemampuan dan
kebutuhan daerah serta aspirasi rakyat setem-
pat. Sayangnya yang terjadi adalah desentra-
lisasi kemiskinan di daerah.

Bilamana amanat UU 32 Tahun 2004 bisa
diterjemahkan secara benar oleh kepala daerah
dan DPRD. Maka penanggulangan ke-miskinan
di daerah akan berhasil dengan baik. Ironisnya,
banyak kepala daerah yang gagal dalam
menterjemahkan makna otonomi daerah.
Otonomi daerah lebih dilihat sebagai otonomi
untuk birokrat bukan untuk rakyat. Substansi
otonomi daerah, diterjemahkan dengan mem-
bangun gedung perkantoran mewah dan mem-
beli kenderaan dinas. Bukan bagaimana mem-
berdayakan masyarakat dan meningkatkan ke-
sejahteraan serta memberi peluang yang lebih
besar bagi masyarakat dalam berusaha.

Salah satu kelemahan dalam penanggu-
langan kemiskinan di daerah adalah tidak
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adanya program dan pendekatan yang dilaku-
kan secara terencana dan terkoordinir. Peta
kemiskinan yang semestinya dimiliki oleh
setiap daerah hampir tidak ada. Padahal peta
kemiskinan yang menggambarkan sebaran,
konsentrasi, jumlah penduduk miskin, dan
penyebab kemiskinan sangat penting sebagai
dasar dalam membuat program penanggulangan
kemiskinan. Bagi kepala daerah sendiri peta
kemiskinan tersebut akan menjadi indikator
keberhasilannya dalam menjalankan amanat
rakyat, apakah berhasil atau gagal memberantas
kemiskinan selama lima tahun kedepan
memimpin daerah.

Dengan model penanggulangan kemis-
kinan yang lebih didasari kepada gerakan ter-
padu membangun kampung berdasarkan sema-
ngat otonomi daerah tersebut. Maka konsep
yang paling relevan diterapkan oleh pemerintah
daerah KOTA PALU berdasarkan pandangan
yang dikemukakan oleh Kartasasmita bahwa
penyebab kemisikinan karena rendahnya taraf
pendidikan,rendahnya derajat kesehatan, terba-
tasnya lapangan kerja serta kondidisi Masaya-
rakat yang terisolasi, Dengan demikian salah
satu upaya pemerintah daerah untuk memu-
tuskan matarantai lingkarang kemiskinan terse-
but adalah dengan jalan peningktan akses ma-
syarakat misikin terhadap bidang pendidikan,
kesehatan, dan mengurangi pengangguran de-
ngan meningkatkan lapangan kerja baru, peran
mendasar dalam penanggulangan kemiskinan.
Dimana peran-peran yang dapat dilaksanakan
Pemda dalam rangka percepatan proses penang-
gulangan kemiskinan di dearah adalah sebagai
fasilitator, regulator, dinamisator dan koordi-
nator. Pemda sebagai fasilitator harus mampu
menuangkan kebijakan-kebijakan pembangu-
nan yang pro rakyat dalam dokumen RPJM dan
RPJP dan SKPD Sebagai regulator, pemda
harus mampu menyiapkan kebijakan dan aturan
bersama dengan DPRD yang berorientasi ke-
pentingan rakyat. Sebagai dinamisator, bertang-
gung jawab untuk menggerakkan partisipasi

semua pemangku kepentingan. Pemda sebagai
koordinator, harus bisa mensinergikan dan
mengintegrasikan semua pihak yang terlibat
dan semua program-program berbasis penang-
gulangan kemiskinan, lewat mekanisme peren-
canaan partisipatif yang bersifat bottom up.

Bagi DPRD yang merupakan bagian dari
pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi
legislasi, anggaran dan pengawasan se-
mestinya bisa terlibat lebih intens terutama
dalam penyusunan anggaran yang berbasis
kepada penanggulangan kemiskinan dalam
APBD. Termasuk dalam hal ini bagaimana
menggunakan hak inisiatif untuk mengeluarkan
produk kebijakan yang terkait dengan penang-
gulangan kemiskinan. Demikian juga dalam
pengawasan terhadap semua pelaksanaan prog-
ram dan kebijakan yang terkait dengan penan-
ggulangan kemiskinan.

Logikanya, penanggulangan kemiskinan
secara nasional hanya akan berhasil bila
kantong-kontong kemiskinan yang ada di
pedesaan dan perkotaan yang terdapat di wila-
yah kabupaten/kota dapat ditanggulangi. Peme-
rintah daerah sangat diharapkan untuk lebih
fokus pada kebijakan-kebijakan dan program-
program penanggulangan kemiskinan. Tang-
gungjawab yang lebih besar dalam pemberan-
tasan kemiskinan sebanarnya menjadi tang-
gungjawab kepala daerah/wakil kepala daerah
dan DPRD yang mewakili kepentingan rakyat.
Tanggungjawab tersebut sebagai wujud dari
implementasi otonomi daerah yang bersifat
luas, nyata dan bertanggungjawab. Kemiskinan
yang terjadi di daerah, menjadi bukti empiris
ironi otonomi daerah yang hanya membuahkan
musibah bagi rakyat.

Jumlah dan persentase penduduk miskin
serta disparitas antar wilayah dari waktu ke
waktu merupakan informasi yang menjadi pusat
perhatian untuk melihat seberapa jauh pem-
bangunan pada umumnya dan program pengen-
tasan kemiskinan pada khususnya dalam men-
jawab persoalan dasar kesejahteraan penduduk
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yang merupakan tujuan pembangunan. Kehi-
dupan penduduk miskin menjadi tersem-bunyi
ketika informasi tentang perkembangan kualitas
hidup mereka tidak diamati dari waktu ke
waktu.

Untuk diketahui apakah upaya menu-
runkan jumlah penduduk miskin di Kota Palu,
juga diikuti dengan adanya perbaikan kehi-
dupan dari penduduk yang masih miskin dari
waktu ke waktu. Hal tersebut diperlukan untuk
memahami apakah program pengentasan ke-
miskinan yang diimplementasikan cukup ber-
kualitas untuk meningkatkan kehidupan yang
semakin baik yang ditunjukkan dari besarnya
defisit pendapatan mereka untuk memenuhi
kebutuhan dasar minimal. Pada tahun 2010
jumlah keluarga miskin di Kota Palu sebanyak
927 Kepala Keluarga (Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Palu, 2011).

Langkah prioritas Pemerintah dalam
jangka pendek. Pertama, untuk mengurangi
kesenjangan antar daerah antara lain dengan (1)
penyediaan sarana irigasi, air bersih, dan sani-
tasi dasar terutama daerah-daerah langka sum-
ber air bersih; (2) pembangunan jalan, jembatan
dan dermaga terutama daerah terisolasi dan
tertinggal; serta (3) redistribusi sumber dana
kepada daerah-daerah yang memiliki pendapa-
tan rendah dengan instrumen Dana Alokasi
Khusus (DAK). Kedua, untuk perluasan kesem-
patan Kkerja dan berusaha dilakukan melalui:
bantuan dana stimulan untuk modal usaha
terutama melalui kemudahan dalam mengakses
kredit mikro dan UKM, pelatihan keterampilan
kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja,
peningkatan investasi dan revitalisasi industri
termasuk industri padat tenaga kerja, pemba-
ngunan sarana dan prasarana berbasis masya-
rakat yang padat pekerja. Ketiga, khusus untuk
pemenuhan hak dasar penduduk miskin secara
langsung diberikan pelayanan antara lain: (1)
pendidikan gratis bagi penuntasan wajib belajar
9 tahun termasuk bagi murid dari keluarga mis-
kin dan penunjangnya; serta (2) jaminan peme-
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liharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin
di puskesmas dan rumah sakit kelas I1I.

Untuk mencapai ketiga langkah prioritas
tersebut maka yang akan dikembangkan dalam
budaya pembangunan di Indonesia adalah pem-
berdayaan masyarakat dan pelibatan peran aktif
masyarakat, terutama masyarakat miskin, mulai
dari perencanaan program pembangunan, baik
penentuan kebijakan dan penganggarannya,
sampai pelaksanaan program serta monitoring
dan evaluasinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendeka-
tan kualitatif, populasi dalam penelitian ini
seluruh komponen yang terlibat dalam pelak-
sanaan program penanggulangan kemiskinan
yang ada di Kota Palu, yang dilihat dari pem-
buat kebijakan, pelaksana kebijakan serta pene-
rima program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut karena peneli-
tian ini bersifat kualitatif maka yang menjadi
sumber data adalah informan, terdiri atas pem-
buat kebijakan. Pelaksana dan masyarakat mis-
kin sebagai berikut: Anggota DPRD kota Palu
1 orang, Para Camat yang ada di Kota Palu
sebanyak 1 orang, Lurah Dan Tokoh Masya-
rakat sebanyak 2 Orang, Masyarakat Miskin
2 Orang, Jumlah informan secara keseluruhan
adalah sebanyak 6 Orang. Adapun metode
pengumpulan data melalui observasi, wawan-
cara, dan studi dokumentasi, kemudian Data
yang berhasil peneliti kumpulkan dari lapa-
ngan kemudian ditabulasi dan dianalisis se-
cara deskriptif kualitatif, Melalui reduksi-
data, penyajian data, penarikan kesim-
pulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dalam Penanggula-
ngan Kemiskinan Di Kota Palu
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Dengan belajar dari pengalaman selama
ini, kita menemukan bahwa kebijakan penanga-
nan penanggulangan kemiskinan selama ini ha-
rus diubah. Pengalaman mengajarkan kepada
kita bahwa yang harus menjadi aktor utama
untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari
lingkaran kemiskinan adalah masyarakat miskin
itu sendiri, bukan pemerintah ataupun pihak
lain. Untuk itu, masyarakat miskin harus diting-
katkan kemampuannya untuk kemudian diber-
dayakan dan ditingkatkan kemandiriannya. Ke-
nyataan menunjukkan bahwa program-program
penanggulangan kemiskinan yang bertumpu
pada pendekatan pemberdayaan masyarakat
justru memberikan hasil yang lebih efektif dan
tingkat keberlanjutannya jauh lebih baik dari-
pada yang dilaksanakan oleh proyek seperti bia-
sa.

Pengalaman kebijakan penanggulangan
kemiskinan menunjukkan bahwa bila masya-
rakat miskin diberikan peluang yang sebesar-
besarnya untuk menentukan arah yang mereka
sukai untuk keluar dari lingkaran kemiskinan,
maka masyarakat miskin akan bergiat bahkan
tidak ragu-ragu untuk terlibat dalam upaya
pemberdayaan masyarakat tersebut. Rasa kepe-
milikan terhadap program akan lebih kuat dan
ada perasaan bahwa mereka dihargai untuk
menentukan sendiri. Pada prinsipnya, upaya
pemberdayaan masyarakat yang dijalankan
untuk menanggulangi kemiskinan dan pengang-
guran harus mencakup upaya untuk mening-
katkan kemampuan masyarakat, upaya me-
ngembangkan kewirausahaan yang digerakkan
melalui upaya pendampingan masyarakat, dan
upaya untuk meningkatkan akses terhadap
modal ekonomi/sumber daya kapital langsung
kepada masyarakat. Melalui dukungan ketiga
aspek ini secara memadai, maka upaya penang-
gulangan kemiskinan dapat berhasil secara
efektif.

Dalam banyak kasus, kemiskinan selalu
dipandang dari perspektif makro. Studi-studi
kemiskinan pada umumnya lebih fokus pada

aspek relasional antara kebijakan makro dan
kemiskinan, misalnya dampak subsidi BBM
terhadap kemiskinan, dampak BLT terhadap
taraf hidup penduduk miskin, Kita juga tetap
menyangsikan kesimpulan Bank Dunia yang
menyatakan bahwa kenaikan harga beras men-
jadi penyebab utama terjadinya pembengkakan
jumlah penduduk miskin. Kita bahkan menuduh
bahwa Bank Dunia telah melakukan simpli-
fikasi yang berlebihan atas kompleksitas mas-
alah kemiskinan. mengandalkan studi makro
memang seringkali tidak memuaskan. Infor-
masi yang dihasilkan hampir tidak pernah
akurat dan valid. dan seterusnya. Akibatnya,
program dan kegiatan pengentasan kemiskinan
yang tidak tepat sasaran, ketidak-jelasan target,
bias ke orang non-miskin, menjadi hal lumrah.
Keunggulan studi ini adalah keakurasiannya
dalam mengindentifikasi karakteristik pendu-
duk miskin, sehingga pada gilirannya sangat
memudahkan dalam implementasi program dan
kegiatan pengentasan kemiskinan serta melaku-
kan evaluasi atas kemajuan yang dicapai dalam
berbagai upaya pengentasan kemiskinan. De-
ngan studi mikro, para pengambil kebijakan
tidak perlu lagi gagap setiap kali ditanya,
dimana persisnya terjadi penurunan angka
kemiskinan, apa yang menyebabkan penurunan
tersebut, upaya-upaya apa yang signifikan
mengurangi angka kemiskinan, bagaimana
efektifitas kebijakan dan program yang diim-
plementasikan. Guna mengarahkan penelitian
ini maka peneliti mempergunakan teori imple-
mentasi kebijakan edward 111 yaitu komunikasi,
sumber daya, disposisi, struktur birokrasi

Komunikasi

Salah satu aspek yang cukup berperan
dalam penerapan suatu kebijakan atau program
penanggulangan kemiskinan di Kota Palu ada-
lah proses sosialisai dari suatu program yang
akan diterapkan, artinya suatu program penang-
gulangan kemiskinan, komunikasi sangat diper-
lukan terhadap target grouf sangat berperan
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sebagai upaya untuk memperkenalkan suatu
program kebiajakan penanggulangan kemiski-
nan melalui sosialasi kepada masyarakat miskin
sehingga program dapat berjalan secara baik
dan tepat sasaran.

Di samping itu, komunikasi juga merupakan
kegiatan yang penting dalam proses kepemim-
pinan, sebab unluk menggerakkan atau mempe-
ngaruhi bawahan akan cfektif jika dilakukan
melalui komunikasi. Pada pelaksanaan sosia-
lisasi program kebijakan penanggulangan ke-
miskinan di Kota Palu dilakukan baik dalam
bentuk sosialisasi secra formal pada kelurahan
kelurahan yang tersebar dikota Palu, juga dila-
kukan oleh instasi atau dinas sosial demikian
pula organisasi non pemerintah atau LSM ba-
nyak memberikan sosialisasi kepada masya-
rakat secara langsung terutama pada penduduk
miskin. Berdasarkan aspek komunikasi dalam
kebijakan program penanggulangan kemiskinan
melalui sosilisasi program, juga dilakukan
sosialisasi kepada masyarakat miskin untuk
terlibat secara langsung sebagai salah satu
wujud untuk mencapai tingkat keberhasilan
suatu program kegiatan. Kemampuan berko-
munikasi menjadi sangat diperlukan untuk
menjamin agar pesan yang disampaikan tidak
terjadi distorsi dan dapat dimengerti oleh
masyarakat (target group).

Disamping itu ada beberapa program
kebijakan penanggulangan kemiskinan yang di-
lakukan dengan melibat organisasi lain atau
pendamping sebagai ujun tombak dalam pe-
nyampaian berbagai program Partisipasi ma-
syarakat dalam proses pembangunan mutlak
diperlukan karena pada akhirnya masyarakatlah
yang akan menikmati hasil pembangunan ter-
sebut. Dalam perkembangan yang terjadi,
menunjukkan bahwa konsepsi partisipasi masih
cenderung diartikan secara salah kaprah. Atas
nama partisipasi ataupun atas nama gotong
royong, pemerintah seringkali meminta rakyat
untuk ikut serta dalam program pembangunan
yang dilaksanakan oleh pemerintah.
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Selanjutnya dalam aspek komunikasi ber-
dasarkan hasil penelitian yang sangat perlu
mendapat perhatian oleh pemerintah dalam
penerapan strategi penanggulangan kemiskinan
diwilayah perkotaan adalah kemampuan para
instasi pelaksana program untuk melakukan
pemberdayaan kepada masyarakat miskin, kare-
na selama ini banyak sekali program yang dike-
luarkan oleh pemerintah yang dialokasikan
pada pemerintah kelurahan dan kecamatan se-
hingga upaya untuk keberhasilan program
tersebut sangat dibutuhkan system koordinasi
antara berbagai instansi dalam memberikan
sosialisasi agar masyarakat dapat memahami
dengan baik bahwa program tersebut ini yang
berasal dari dinas social. Dari dinas atau ins-
tansi BKKBN dari dinas koperasi dan seba-
gainya.

Sumber Daya

Bagaimana unit kerja pemerintah (agen-
cies) mendapatkan sumber daya yang dibu-
tuhkan untuk melaksanakan administrasi prog-
ram yang meliputi sumber daya pembiayaan,
sumber daya aparatur, dan sumber daya ling-
kungan dimana program tersebut dilaksanakan.
Kriteria perolehan sumber daya yang dise-
butkan itu hendaknya dapat memenuhi penca-
paian tujuan dan hasil program. Artinya, peng-
galangan sumber daya harus menjamin terca-
painya tujuan dan hasil program yang efektif
dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Dukungan sumber daya yang dise-
butkan itu tentu sulit didayagunakan secara
efektif dan efisien, bila unit-unit kerja peme-
rintah tidak mampu menterjemahkan kebija-
kan dan program ke dalam suatu sistem
perencanaan kegiatan yang dapat mencapai
sasaran secara tepat guna. Penerjemahan
kebijakan dan program ke dalam kegiatan ope-
rasional inilah yang akan menentukan kinerja
kebijakan dalam memberdayakan masyarakat
miskin atau menurunkan jumlah penduduk mis-
kin. Disamping dukungan sumber daya
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pembiayaan yang memadai. implementasi
kebijakan penanggulangan kemiskinan juga
memerlukan kejelasan akan hal-hal seperti kua-
litas dari pelaksana suatu kebijakan disamping
tingkat pendidikan dan pengalaman dari pe-
ngambil kebijakan. Dalam Rencana Stragis
(RENSTRA) Kota Palu. Arah Kebijakan bera-
da dalam kawasan Industri Terpadu (KIP),
didukung sumberdaya alam, dan sumber da-
ya manusia yang cukup memadai. Pertim-
bangan dalam mengembangkan KEK adalah
menyediakan suatu kawasan yang memiliki
fungsi ekonomi dimana salah satu fungsi
ekonomi tersebut adalah zona industri yang
menghasilkan produk-produk akhir berkualitas
ekspor, Kawasan Industri Terpadu Palu yang
diarahkan pada KEK, sesuai dengan tafsir dari
pasal tersebut dapat terwujud sepanjang syarat-
syarat KEK terpenuhi. Untuk itu Kota Palu
perlu menetapkan industri yang mampu meng-
hasilkan produk bernilai tambah dan berkualitas
ekspor.

Program-program untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Miskin di Kota Palu
perlu upaya khusus melalui pemberdayaan ada-
lah hasil dari penjabaran rencana strategi pe-
merintah Kota Palu, maka melalui Dinas dan
instansi teknis terkait telah membuat rencana
strategis di mana Kota palu merupakan sebuah
kota yang orientasi pada peneingkatan sector
jasa sebagai upaya meningkatkan lapangan
kerja sektor informal yang bertujuan pening-
katan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan Kebijakan Prog-
ram Pemberdayaan masyarakat miskin dikota
Palu maka pemerintah mewujudakannya da-
lam bentuk program pemberian bantuan beru-
pa, perumahan, program bantuan untuk nela-
yan, alat tangkap ikan dan mesin ketinting.
Pelatihan dan program pendampingan terhadap
ekonomi lemah, Semua program tersebut meru-
pakan komitmen dari Pemerintah Kota Palu
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran orga-
nisasi sangat dibutuhkan kerjasama antar unit
dalam suatu organisasi sehingga efektifitas
merupakan suatu konsep yang sangat penting
dalam teori perilaku organisasi, karena mampu
memberikan gambaran mengenai keberhasilan
organisasi dalam mencapai sasarannya, tetapi
pengukuran efektivitas bukanlah suatu hal yang
sederhana sehingga penulis cenderung dalam
melihat indikator efektifitas lebih diarahkan
pada pendekatan sasaran yang menitik beratkan
pada output dengan mengukur keberhasilan
organisasi dalam mencapai tingkat output yang
direncanakan.

Berdasarkan aspek yang diteliti pada
kategori struktur birokrasi yang dilaksanakan
pada program penanggulangan kemiskinan di
Kota Palu belum berjalan secara baik karena
banyak hal yang mengakibatkan tidak berjalan
secara baik seperti tidak ada koordinasi
sehingga menimbulkan kurang efesien, tingkat
kepercayaan masyarakat para pelaksana
kebijkan program penanggulangan kemiskinan
yang rendah, serta program yang dilakukan
kadangkala tidak tepat saran.

Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik
yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, dis-
posisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat
demokratis. Apabila pelaksana kebijakan
mempunyai karakteristik atau watak yang
baik, maka dia akan nielaksanakan kebijakan
dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan
keinginan pembuat kebijakan.

Dalam penelitian ini kecenderungan pe-
laksana kebijakan Penanggulangan kemiski-
nan di kota Palu dapat dilihat dari beberapa
aspek antara lain dari program-program yang
direncanakan dan yang direalisasikan dan
umpan balik dari masyarakat terhadap pelak-
sanaan program tersebut . Hal-hal tersebut cu-
kup dapat merefleksikan perilaku pelaksana
dalam rangka melaksanakan kebijakan.
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Kebijakan Penanggulangan kemiskinan
di kota Palu yang dilakukan oleh banyak Di-
nas dan instansi sebagai penyedia dana dan
bertanggung jawab terhadap segala kegia-
tan dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
Dinas atau instansi sebagai pelaksana teknis
dari kegiatan kebijakan dan selalu mengacu
pada kebijakan pembangunan yang strategis
yang dikaitkan dengan visi dan misi Kota
Palu sebagai ibukota Porovinsi.

Untuk melaksanakan Kebijakan Prog-
ram Pemberdayaan masyarakat miskin di
Kota Palu maka pemerintah mewujudakannya
dalam bentuk program pemberian bantuan
berupa, perumahan, program bantuan untuk
nelayanan, alat tangkap ikan dan mesin ketin-
ting. Pelatihan dan program pendampingan ter-
hadap ekonomi lemah, Semua program tersebut
merupakan komitmen dari Pemerintah Kota
Palu yang bertujuan untuk meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat.

Berdasarkan aspek ini walaupun berba-
gai program telah dilakukan oleh pemerintah
dalam rangka pelaksanaan kebijakan program
penanggulangan kemiskinan tetapi berdasarkan
beberapa informasi yang didapatkan berda-
sarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
pada aspek disposisi belum berjalan sebagai
mana mestinya, karena karakter dari pelaksana
kebijakan merupakan salah satu satu kunci
keberhasilan dalam suatu program.

Struktur Birokrasi

Salah satu variabel yang dianggap pen-
ting dalam proses diagnosis organisasi bagi
pengembangannya adalah mendiagnosis kotak
struktur. Inefesiensi dapat timbul karena faktor
kelembagaan seperti prosedural, kurangnya
keahlian dan keterampilan, karena perilaku
negatif para pelaksana. Faktor kelembagaan
dapat menjadi penyebab inefesiensi terutama
jika tipe dan struktur organisasi digunakan
tidak tepat. Seperti dimaklumi, tipe organisasi
biasanya digunakan dalam lingkungan peme-
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rintahan ialah yang bersifat piramidal di mana
terdapat sejumlah lapisan kewenangan, pada
umumnya berakibat pada lambatnya proses
pengambilan keputusan. Dengan demikian
sering terjadi pemborosan waktu. Karena kele-
mahan tersebut, dewasa ini struktur yang pira-
midal mulai ditinggalkan dan makin banyak
organisasi menggunakan organisasi fungsional
yang lebih "datar".

Prosedur kerja tidak jelas atau rumit juga
dapat menjadi sumber inefesiensi. Prosedur
demikian tidak hanya berakibat pada sulitnya
melakukan koordinasi, akan tetapi juga ke-
mungkinan terjadinya duplikasi atau tumpang
tindih dalam pelaksanaan tugas seperti tidak
adanya uraian pekerjaan dan analisis pekerjaan
di samping prosedur yang kadangkala berbelit-
belit padahal dapat dibuat sederhana.

Itulah sebabnya penyederhanaan peker-
jaan (work simplification) sering dijadikan
program kerja agar dimensi efisiensi dapat
diterapkan. Fenomena administratif dewasa ini
sering muncul sebagai implikasi dari perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara
pesat. Perkembangan tersebut berakibat tidak
dibarengi dengan kecepatan keahlian dan kete-
rampilan para pelaksana kegiatan pembangu-
nan, sehingga menjadi ketinggalan zaman. Jika
demikian halnya, dengan sikap dan cara kerja
yang positif sekalipun pelaksana pelayanan
sering berbuat kesalahan. Bukan karena dise-
ngaja dan bukan pula karena perilaku disfung-
sional, melainkan karena tuntutan tugas yang
sudah berbeda dibandingkan dengan masa lalu.
Oleh karena itu, pemutakhiran pengetahuan
dan keterampilan melalui pendidikan dan pela-
tihan merupakan tuntutan penerapan paradigma
ini.

Perilaku disfungsional seperti sikap ku-
rang peduli, apatisme, tidak adanya "rasa
memiliki" komitmen yang tidak kuat, rendah-
nya kesadaran tentang pentingnya waktu men-
jadi salah satu penyebab terjadinya pembo-
rosan atau inefesiensi. Perilaku disfungsional
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harus diminimalisir melalui pembinaan pega-
wali, apabila dipandang perlu pengenaan sanksi
organisasional apabila nyata-nyata diperlukan
sebagai upaya pembinaan organisasi.

Selanjutnya, struktur organisasi berkaitan
dengan hubungan yang relatif tetap di antara
tugas-tugas yang ada dalam organisasi. Proses
untuk menciptakan struktur tersebut dan pe-
ngambilan keputusan tentang alternatif struk-
tur disebut dengan nama "desain organisasi".
Pembentukan struktur organisasi meng-hadapi
dua hal pokok: pertama, diferensiasi atau pem-
bagian tugas di antara para anggota organisasi;
kedua, integrasi atau koordinasi atas apa yang
telah dilakukan dalam pembagian tugas tersebut.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran orga-
nisasi sangat dibutuhkan kerjasama antar unit
dalam suatu organisasi sehingga efektifitas me-
rupakan suatu konsep yang sangat penting
dalam teori perilaku organisasi, karena mampu
memberikan gambaran mengenai keberhasilan
organisasi dalam mencapai sasarannya, tetapi
pengukuran efektivitas bukanlah suatu hal yang
sederhana sehingga penulis cenderung dalam
melihat indikator efektifitas lebih diarahkan
pada pendekatan sasaran yang menitik beratkan
pada output dengan mengukur keberhasilan
organisasi dalam mencapai tingkat output yang
direncanakan.

Berdasarkan aspek yang diteliti pada
kategori struktur birokrasi yang dilaksanakan
pada program penanggulangan kemiskinan di
Kota Palu belum berjalan secara baik karena
banyak hal yang mengakibatkan tidak berjalan
secara baik seperti tidak ada koordinasi se-
hingga menimbulkan kurang efesien, tingkat
kepercayaan masyarakat para pelaksana kebi-
jakan program penanggulangan kemiskinan
yang rendah, serta program yang dilakukan
kadang kala tidak tepat saran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemba-
hasan mengenai kebijakan program penang-
gulangan kemiskinan yang ada di Kota Palu
maka penulis berhasil menarik suatu kesimpu-
lan bahwa:

1. Program penanggulangan kemiskinan yang
ada dikota Palu yang bertujuan untuk mela-
kukan pemberdayaan kepada masyarakat pe-
nerima bantuan didasarkan pada aspek yang
dibahas dalam penelitian. Dari ke empat
aspek yang menjadi focus kajian yaitu
komunikasi, sumber Daya, disposisi, dan
struktur birokrasi. Hasil penelitian meng-
gambarkan kebijakan penanggulangan ke-
miskinan dengan menelusuri aspek komu-
nikasi dalam penelitian belum berjalan seca-
ra baik seperti yang diharapakan demikian
juga pada aspek disposisi, struktur birokrasi
dan sumber daya .

2. Faktor penghambat dalam program bantuan
raskin kepada masyarakat miskin Kota Palu
adalah pada aspek disposisi atau sikap dari
pelaksana kebijakan yang tidak transparan
dalam proses pemberian bantuan kepada
masyarakat miskin.
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